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BAB IV
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH
DENGAN BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN DENGAN
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan antara Bank dan Nasabah
oleh Lembaga M ediasi Perbankan

Meningkatnya perkara perdata yang timbul akibaadenya hubungan hukum
didalam masyarakat. Banyaknya perkara perdata giagkan oleh para pihak
untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan dapat mmdoulkan terjadinya

penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplipasia lambatnya proses
penyelesaian perkara, lembaga peradilan dituntuutkupekerja maksimal dalam
menyelesaian perkara tersebut.

Terhadap perkara perdata yang timbul diperlukanyaigeenyelesaian sengketa
yang cepat, biaya ringan dan dapat menyelesaikangsalahan bagi para pihak
yang bersengketa. Mediasi merupakan penyelesagkes® yang melibatkan
pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai eieng&cara menengahi, yang
menengahinya secara mediator atau orang yang mergadngah. Penyelesaian
sengketa atau perkara melalui mediasi dilakukamalemenggunakan mediator
dari pihak pengadilan (Hakim) maupun mediator dahak luar pengadilan,
sebagai contoh penyelesaian sengketa perbankara dr@ak dan nasabah yang
diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.

Peranan mediasi secara ideal merupakan upaya reeaj&n sengketa melalui
perundingan yang melibatkan keberadaan pihak kgagg bersifat netral, tidak

memihak, serta tidak ikut campur dalam mengamlpukesan terhadap sengketa
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para pihak. Mediasi bersifat sukarela dan kenyatg@abahwa setiap penyelesaian
yang dicapai merupakan hasil kesepakatan para pyalg bersengketa.
Pelaksanaan mediasi pada dasarnya dilakukan olahatme yang berperan
sebagai penengah yang membantu para pihak untugkehesaikan sengketa yang
dihadapi. Peran utama mediator adalah membantupplaak yang bersengketa
dalam memprioritaskan permasalahan dan menitikiergiembahasan mengenai
tujuan dan kepentingan para pihak. Mediator merkheriperkembangan bagi
para pihak atau sebaliknya dalam menemukan casayeerg dapat diterima dan

disepakati oleh para pihak sebagai jalan keluaryelesaikan perkara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 tan@@alanuari 2006 tentang
Mediasi Perbankan dan Surat Edaran ini merupakémjkéan dari pengaturan
tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagathadma dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Jar2@®5 dan Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 20Q8tentuan Mediasi
perbankan selain dimaksudkan untuk membantu memggaasi Bank sebagai
lembaga intermediasi juga dimaksudkan untuk merk@eri alternatif
penyelesaian sengketa kepada nasabah, khususnyaalsapah kecil dan usaha
mikro dan kecil (UMK), dalam hal pengaduan yang ekarajukan kepada Bank
tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang memuaskan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI1/2006 Tah@) Januari 2006 dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tanf@igiini 2006 Tentang
Mediasi Perbankan, yang telah diperbarui dengaratéd@an Bank Indonesia
Nomor : 10/1/PBI/2008, ditentukan bahwa mekanisnediasi adalah tahapan
proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peratuggrk Bidonesia. Dalam
usahanya untuk menyelesaikan sengketa melalui progeliasi antara bank dan
nasabah harus memenuhi persyaratan dan prosesuai sengan Peraturan Bank

Indonesia Tentang Mediasi Perbankan.

Universitas Indonesia

Perbandingan penyelesaian..., Andhika Perdana, FH Ul, 2009



89

Syarat mediasi perbankan berdasarkan ketentuan Ppaskl 8 Peraturan Bank

Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006, menyatakan bahwaratysyarat pengajuan

penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankdarada

a)

b)

d)

Sengketa diajukan secara tertulis dengan diseotairden pendukung yang
memadai sesuai dengan format sesuai Lampiran 1 §&EB&at Edaran Bank
Indonesia),

Dokumen pendukung adalah dokumen yang diperlukalandarangka
penyelesaian sengketa contohnya : fotocopy surail h@enyelesaian
pengaduan yang diberikan bank, fotocopy bukti itdentyang masih berlaku,
surat pernyataan yang ditandatangani diatas mayaray cukup, dimana
isinya menyatakan bahwa sengketa yang diajukak sddang dalam proses
atau telah mendapatkan keputusan dari lembagareahit peradilan atau
lembaga mediasi perbankan yang difasilitasi olehkBladonesia, fotocopy
dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa gejgkan, fotocopy
surat kuasa dalam hal pengajuan penyelesaian dandikeiasakan kepada
pihak lain.

Sengketa pernah diajukan upaya penyelesaiannyaaggiah kepada Bank.
Nasabah pernah mengajukan sengketa tersebut kdjzada tetapi tidak
ditemukan jalan keluar atas permasalahan yangkaiaju

Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proaasbalum pernah diputus
oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau bedndapat kesepakatan yang
difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;

Sengketa yang diajukan merupakan sengketa kepanjata

Sengketa keperdataan adalah sengketa yang timlat addanya hubungan
antara nasabah dengan bank yang diikat oleh hukemdaga, contohnya
penyelesaian masalah kartu kredit dan berbagai geadathan perlindungan
terhadap nasabah sebagai konsumen bank yang méiraggkan akibat
adanya transaksi keuangan bank.

Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dateiiasi perbankan

yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
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Mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dasmbatasoleh Lembaga
Mediasi Perbankan dilakukan melalui langkah-langksébagai berikut
Pengajuan penyelesaian sengketa kepada pelaksagsi fmediasi perbankan
hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwak#aabah, termasuk lembaga,
badan hukum, dan atau Bank lain yang menjadi nas@aek tersebut. Pengajuan
penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi penbd@Eada Bank Indonesia
dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabatalsetasabah atau perwakilan
nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepa#alrigkomesia, Bank wajib

memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PB62@enyebutkan bahwa
proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah ataakian nasabah dan bank
menandatangani Perjanjian Media@greement to Media) yang memuat
kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai altérpatiyelesaian sengketa dan
persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturanasiegang ditetapkan oleh
Bank Indonesia, kemudian bank wajib mengikuti dantaati Perjanjian Mediasi
(Agreement to Media} yang telah ditandatangani oleh nasabah atauagéaw
nasabah dan bank.

1. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepaltdksana fungsi

mediasi perbankan adalah sengketa keperdataantyahgl dari transaksi
keuangan.
Perkara perdata yang diajukan penyelesaiannya &epathbaga Mediasi
Perbankan, perkara perdata dalam bentuk gugatanperkara perdata yang
didalamnya terdapat persengketaan antara nasabahbalak, sehingga
menimbulkan suatu tuntutan yang biasanya dilakubdeim nasabah bank
yang merasa dirugikan akibat terjadinya transagsakgan.

2. Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbanka@jukan dalam mata uang
Rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp ®000@)00 (lima ratus
juta rupiah).

3. Nilai tuntutan finansial akibat sengketa yang dapajukan penyelesaiannya
melalui mediasi perbankan berdasarkan PBI NomdP&B2006 adalah :

a) Nilai kumulatif dari kerugian yang telah terjadiqaanasabah,
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b) Potensi kerugian karena penundaan atau tidak ddipsitsanakannya
transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain,

c) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untukndagatkan
penyelesaian sengketa,

d) Nilai tuntutan finansial ini tidak termasuk nilaetkugian immaterial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jumlah maksimian tuntutan finansial
yang dapat diajukan nasabah untuk diselesaikanlunhet@diasi perbankan tidak
dapat melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutgpiah) sebagaimana
dimaksud pada angka 3 jumlah tersebut dapat bemtgpkumulatif dari kerugian
finansial yang dialami nasabah, potensi kerugiarerka penundaan atau tidak
dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasalafardgihak lain, dan atau
biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untukdeggatkan penyelesaian
sengketa. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntoteraterial untuk dilakukan

penyelesaiannya melalui mediasi perbankan.

4. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secanfistelengan mengisi
Formulir Pengajuan Penyelesaian Sengketa (Fornmian dapat diambil
pada cabang bank terdekat). Formulir ini ditujukleepada Direktorat
Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesadva Radius Prawiro
Lt. 19 JI. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110 demggmbusan
disampaikan kepada Bank yang bersangkutan.

5. Pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dunalsla angka (4)
dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerjangy dihitung sejak
tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan nasialiaBank sampai dengan
tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengiektapelaksana fungsi
mediasi perbankan secara langsung dari nasabahtaatggal stempel pos
apabila disampaikan melalui pos. Contoh: apabilaggal surat hasil
penyelesaian pengaduan nasabah dari Bank kepadéahasdalah pada
Tanggal 5 Juni 2006, maka pengajuan penyelesaiagks® kepada
pelaksana fungsi mediasi perbankan secara langsamngnasabah atau
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tanggal stempel pos (apabila disampaikan melald) gblakukan paling

lambat pada Tanggal 30 Agustus 2006.

Proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktagpldima 30 (tiga puluh)

hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan Bankam#atangani perjanjian

mediasi (agreement to mediate(ampai dengan penandatanganan Akta

Kesepakatan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (&)t d#perpanjang

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutpgedasarkan kesepakatan

nasabah dan Bank yang dituangkan secara tertulis.

Kesepakatan tertulis mengenai perpanjangan wakiakgsnaan proses

mediasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) menueer secara jelas

alasan dilakukannya perpanjangan waktu, antaradaitok menghadirkan

narasumber tertentu yang memiliki keahlian dan ketepsi sesuai masalah

yang disengketakan. Perpanjangan waktu dimaksudat dajlakukan

sepanjang memenuhi persyaratan :

a) Para pihak memiliki itikad baik dengan mematuhiratumediasi dan
perjanjian mediasiagreement to medigte

b) Jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namenurut penilaian

mediator masih terdapat prospek untuk tercapaipetsgan.

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasamyjkan dalam suatu Akta
Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagabhah dan Bank. Yang
dimaksud dengan bersifat final adalah sengketahetsidak dapat diajukan
untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelakdamgsi mediasi

perbankan. Yang dimaksud dengan mengikat adalabpkkatan berlaku
sebagai undang-undang bagi nasabah dan Bank yang Hdaksanakan

dengan itikad baik.

Adanya penetapan klausula mediasi inilah yang disebbagamandatory
mediationyang didasarkan pada kesepakatan bersama olepipakasebagai
wujud dari sistem terbukaogen systeindari hukum perjanjian, yakni

perjanjian terkait dengan penyelesaian sengketie (Pasal 13380 Pasal
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1320 KUHPerdata). Dengan mencantumkan klausula aseddalam
perjanjian pokoknya menyebabkan bank maupun nasabakat untuk
melaksanakannya semata-mata karena memang digeajatgsapacta sunt

servanda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mediasi peabankerupakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang melibatkan mediatorkumembantu para pihak
(nasabah dan bank) yang bersengketa guna mencapglesaian dalam bentuk
kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupuruhsgdermasalahan yang
disengketakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Rer&ank Indonesia Nomor :
8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Setelahgksta diajukan oleh
nasabah secara tertulis kepada Lembaga Mediasiaf@i akan menunjuk
mediator untuk memeriksa dokumen serta menentukan Han tanggal
pelaksanaan mediasi sebagai jadwal pertemuan yapat dilakukan di kantor

Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili ndsaba

Pada dasarnya pelaksanaan mediasi dilakukan séedwup untuk umum,
kecuali para pihak menghendaki lain, namun untukaksanaan mediasi
perbankan dalam penyelesaiannya dilakukan tertutapuk umum. Hasil
pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi pexbadicatat dalam berita
acara, kemudian mediator membuat laporan mediadand setiap pertemuan
diharapkan para pihak (bank dan nasabah) dapat htali didampingi kuasa

hukumnya atau dapat diwakili oleh kuasanya.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa antara nasaigam denk melalui Lembaga
Mediasi Perbankan, dapat dilihat bahwa langkahkahgyang dilakukan untuk
melakukan proses mediasi mengikuti ketentuan yandapat dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006. prosedur m&diarbankan di atas yaitu
proses yang dilakukan sejak pertama perkara diftafta atau masuknya
pengajuan kepada Lembaga Mediasi Perbankan kemuoikaiui proses mediasi
hinga tercapainya kesepakatan atau tidak tercapasspakatan. Pada tahap ini

nasabah dan bank diminta untuk memberikan informmasigenai duduk perkara,
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dokumen-dokumen, surat-surat maupun bukti-bukti gyadiperlukan yang
berkaitan dengan sengketa yang dihadapi. Mediagar akan melakukan kaukus
yaitu pertemuan dengan masing-masing pihak seeapssah guna mengetahui
keinginan-keinginan para pihak serta menyampaikam mielakukan klasifikasi

informasi untuk dapat dikembangkan pada tahap jseshga.

Setelah informasi terkumpul mediator akan merumuskeainginan-keinginan
para pihak tersebut. Begitu juga dengan para pilmksing-masing akan
merumuskan kehendak yang ingin dicapai serta taamsaran yang akan
diajukan pada saat pertemuan bersama, kemudiatalseta mediator dapat
menentukan hari, tanggal dan tempat pertemuan rharsantuk melakukan

penyelesaian proses mediasi, tahap ini juga digahap pra mediasi.

Pada tahap selanjutnya yaitu proses perundingan dlakukan pertemuan
bersama dimana kedua belah pihak dibantu dengamatmedkan melakukan
perundingan secara langsung. Pada tahap ini phak pkan saling mengetahui
keinginan pihak lawannya oleh karena itu informgang didapat pada tahap
sebelumnya akan dikembangkan dan dilakukan eksployang mendalam
mengenai keinginan dan kepentingan para pihak. a@dmembantu para pihak
untuk melakukan interaksi dan untuk menilai kepegan para pihak.

Pada tahap ini para pihak dapat mengajukan tawaawse penyelesaian masalah
agar tercapai kesepakatan yang saling mengunturigkginsemua pihak. Tahap
ini dapat dilakukan dalam beberapa kali waktu, pdda pertemuan pertama tidak
menghasilkan apa-apa dalam arti para pihak tidagad mempertemukan
kenginan masing-masing maka akan ada pertemuagrpesh lanjutan yang
diharapkann dapat memperkecil perbedaan. Dalanerpadn lanjutan tersebut
akan ditingkatkan kerjasama agar para pihak dagatgsmemahami keinginan
pihak nasabah atau bankdan para pihak sendiri dapahbuat prioritas
kepentingannya. Proses perundingan ini dilakukampsamendekati batas waktu
yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan prosesasigerakhir.
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Peranan mediator pada tahap ini adalah mengidatifi masalah serta
kepentingan-kepentingan kritis yang terjadi padakg@a antara nasabah dan
bank, menyusun agenda, memperlancar dan mengesalkomunikasi,

memberikan masukan kepada para pihak dalam pr@seseaterampilan tawar-
menawar, membantu para pihak mengumpulkan inforn@esiting untuk

menciptakan pilihan-pilihan penyelesaian masalah.

Pada tahap ketiga yang merupakan tahap akhir peityelesaian masalah dan
pengambilan keputusan. Tahap ini ditentukan dasil lyang dapat dicapai pada
tahap sebelumnya. Apabila pada tahap sebelumnysegp@erundingan berjalan
dengan baik, para pihak dapat saling menerima isgding) ditawarkan serta dapat
mempertemukan keinginannya masing-masing, makaetesgian masalahnya
pun akan dengan mudah dilaksanakan. Begitu jugaaterkeputusan yang
diambil, tentunya merupakan keputusan yang adirartelah disepakati oleh
para pihak. Bila tercapai kesepakatan, para pikak anenuangkan kesepakatan-
kesepakatan itu dalam sebuah akta perdamaian #elgmj mediator akan
menanyakan bahwa proses mediasi berhasil dan akagatakan secara tertulis
kesepakan yang dicapai dan ditandatangani oletk pihaabah atau pihak bank
untuk kemudian dapat dikukuhkan dalam Akta Perdamai

Apabila para pihak (nasabah dan bank) tidak bdrhesnperkecil perbedaan dan
tidak dapat mempertemukan keinginannya, sehingigk ttercapai pemecahan
masalah yang bersifatvin-win solutiori, maka mediatorakan menyatakan bahwa
proses mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudiatiat@ akan membuat laporan
mediasi bahwa perkara tersebut tidak mencapai kkatggn dan para pihak akan

menempuh jalur hukum.

Proses mediasi perbankan berlangsung paling lam@r&m puluh) hari kerja
yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatar@eranjian Mediasi
(agreement to mediatesampai dengan penandatanganan akta kesepakatan.
Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan antarabahsdan bank maka

hasilnya dirumuskan secara tertulis mengenai kasgpakatan yang dicapai dan
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ditandatangani oleh pihak nasabah dan bank. Namaangka waktu yang telah
ditetapkan selama proses mediasi tidak menghadiésepakatan, mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediagi ghgal dan selanjutnya
dapat ditempuh jalur hukum yang dikehendaki oledabah atau bank.
Untuk lebih memperjelas mekanisme pelaksanaan pesaian sengketa
perbankan melalui Lembaga Mediasi Perbankan dajagtitdmelalui contoh
kasus dibawabh ini :
a) Sengketa antara nasabah (AZ) dengan Bank yangdijkéarkan dalam narasi
dibawah ini :
1) Kronologis Sengketa :

(a) AZ adalah nasabah pemilik deposito Nomor :123456fgen nilai
nominal USD2.035,99, dibuka tanggal 11 Juni 199@ank dengan
tenor 3 bulan dan bersifautomatic Roll Ove(ARO), karena bersifat
ARO maka AZ tidak pernah melakukan pengecekan daha
depositonya tersebut. Pada saat akan mencairkaositepersebut
Tanggal 10 Agustus 2004 dan Surat Bank Nomor O0B#KIS/05
Tanggal 17 Juni 2005 diberitahukan bahwa suratsigpARO Nomor
1234567, sudah tidak tercatat lagi dalam pembulgsrk. Kemudian
Tanggal 27 Juni 2005, Bank melalui suratnya Nomor
018/KH/QA/JS/IO5 menegaskan kembali kepada AZ bakeposito
ARO Nomor 1234567 tidak dapat dituangkan.

(b) Tanggal 7 Juli 2005, AZ melaporkan penolakan peanaitu kepada
Bank Indonesia, tanggal 14 Juli 2005, Bank mendiamsurat Nomor
021/DWP-SQ/JS/05 memberitahukan kepada nasabahabdéposito
Bomor 1234567 tidak berlaku lagi dan tidak bisaattlan karena telah
diterbitlan bilyet baru Nomor798453.

(c) Tanggal 18 Januari 2006 AZ melaporkan kasus depost kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris PT. Bank dalanmathya
tersebut AZ menyampaikan bahwa dalam 4 surat jawdank AZ
memperoleh informasi bahwa depositonya tidak tata#n tidak dapat
dicairkan kembali.
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(d) Tanggal 11 April 2006, pihak Bank yang diwakili bldapak XY
menawarkan pencairan deposito tersebut sebesar &6 nilai
nominal, namun AZ keberatan dengan penggantiarelietskarena
menurut yang bersangkutan nilai tidak sesuai dengamlah
depositonya,

(e) Tanggal 5 September 2006 kedua pihak bersedia rdatangani
Agreement to Mediatélan selanjutnya proses penyelesaian sengketa

melali mediasi yang diselenggarakan oleh Bank led@n

2) Penyelesaian Sengketa

(a) Bank menyampaikan bahwa terdapat dokumen yang rekaya
deposito nasabah pernah diperpanjang dan diubaljadneBilyet
Nomor 7984 Tanggal 11 Maret 1991, saat ini deposiida tidak
tercatat lagi di bank sehingga bank berkeyakindiwbabilyet tersebut
pernah dicairkan. Bank yakin dalam posisi yang bdswaiena setiap
tahun diaudit, namun karena bank kesulitan menkajukpencairan
dimaksud mengingat jangka waktunya yang telah medaim10 tahun
dan gudang penyimpanan pernah mengalami kebanipamgan itikad
baik untuk menyelesaikan masalah Bank Makmur Sefaht
menawarkan pembayaran 50% dari nominal depositaldiod dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tab0# @anggal
mulai timbulya disputg Rp. 9.150 per USD vyaitu sebesar Rp.
9.854.550,00,

(b) Joint Sessionpertama tersebut belum menghasilkan kesepakatan
sehingga mediator melakukaé®eparate Meeting Pada Joint Session
berikutnya diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

(1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan atagaldalam
bentuk pembayaran oleh Bank kepada AZ sebesar Rp.
13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah),

(2) Dana tersebut akan ditransfer ke rekening AZ padaBank Artha
Kaya dengan Nomor Rekening 16-54321600 pada tanggal
September 206.
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(3) AZ wajib menyerahkan bilyet deposito asli ARO Nonmi@34567
tertanggal 11 Juni 1990 dengan nilai nominal USB2.,99 yang
merupakan satu-satunya bilyet deposito Bank yamgjliki AZ
yang masih dikuasainya kepada Bank dengan keterttahwa
sebelum diterimanya pembayaran tersebut para pimekitipkan
bilyet deposito asli tersebut kepada Direktoratebtigasi dan
Mediasi Perbankan (DIMP) Bank Indonesia sebagaakseina
fungsi mediasi perbankan.

(4) AZ membuat surat pernyataan bahwa belum pernah airkan
depositonya dan menyerahkan surat pernyataanbtgrpada hari
yang sama dengan pelaksanaan mediasi kepada Bank

(c) Adanya pembayaran dari Bank kepada AZ serta pengerasli Bilyet
Deposito dari AZ kepada Bank maka kedua belah pihakyatakan
sengketa ini telah selesai dengan Perdamaian. ddgargara pihak
sepakat untuk tidak menempuh jalur hukum apapurtidak ada saling
tuntut menuntut di kemudian hari diantara paralpifi@am bentuk dan
cara apapun. Akta kesepakatan ini merupakan kestpakyang
bersifat final dan mengikat bagi AZ dan Bank.

(d) Para pihak sepakat bahwa seluruh informasi yangnbaikan para
pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaiamgketn ini
merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidd&pat
disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain dilpidwak-pihak yang
terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak-pihalaisedari AZ dan
Bank, serta Direktorat Investigasi dan Mediasi Bekan (DIMP),
Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasapkan,

(e) Para pihak sepakat untuk melaporkan realisasi dakti kelah
dilaksanakannya kata kesepakatan kepada Direkiovastigasi dan
Mediasi Perbankan (DIMP) Bank Indonesia sebagakgana fungsi
mediasi perbankan secepatnya.

b) Narasi sengketa nasabah (AD) dengan Bank XYZ
1) Kronologis Sengketa:
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(a) AD adalah nasabah Bank XYZ sejak Tanggal 15 Noveni®91
dengan Nomor Rekening 12345678. Pada Tanggal 16tdgw2005,
sekitar pukul  23.35 WIB, Rekening AD dibobol sedresRp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM naa Abang,
Jakarta Pusat. Pada saat kejadian AD mengaku beiagdaah dan
kartu ATM ada padanya. Kejadian tersebut diketadlah AD pada
Tanggal 17 Agustus 2005 melalui pengecekan saldogate
menggunakan fasilitagobile Banking(M-XYZ) milik AD pada sekitar
pukul 06.45 dan mutasi harian yang diterbitkan BaxKZ atas
permintaan AD,

(b) Pada Tanggal 17 Agustus 2005 Bank XYZ menerimar&pdari AD
mengenai transfer dana dari rekeningnya sebesatdRp00.000,- (lima
belas juta rupiah) ke Rekening Nomor : 7654321 atwa nasabah
NM di Bank XYZ sebesar Rp.5.000.000,- (lima jutaiain) yang tidak
pernah dilakukannya. Atas dasar pengaduan ini B¥ig telah
melakukan pemblokiran terhadap rekening NM.

(c) Pada Tanggal 18 Agustus 2005, AD telah membuatgukra;m yang
sama secara rinci dan tertulis kepada Bank XYZ K&n&nhggi.
Pengaduan tersebut ditangani oleh sdri. MS namdradap laporan
tersebut AD tidak diberikan bukti tanda terima ggbmana yang
diwajibkan dalam PBI Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentangnifelesaian
Pengaduan Nasabah.

(d) Berdasarkan informasi yang diterima AD, tindak pagembobolan
rekening dimulai Tanggal 16 Agustus 2005 pukul 238 WIB
kemudian pada Tanggal 17 Agustus 2005 pukul 02.08, Wukul
02.01.11 melalui ATM. Upaya pembobolan dilakukammkali pada
Tanggal 17 Agustus 2005 pukul 08.56.13 melalui Ajuda, namun
rekening telah diblokir oleh AD. Pada saat itu A&rdda dirumah dan
sedang menelpon ke rekan pengacara dan kartu AB\Npada AD.

(e) Tanggal 23 Agustus 2005, AD dan pengacaranya canm@ihak XYZ
untuk menyaksikan rekaman kamera (CCTV) yang terpasli ATM
XYZ Bank XYZ JI. Thamrin, namun pelaku tidak dapat
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diidentifikasikan karena memakai helm tertutup ékétian Bank XYZ
mengharuskan nasabah membuka helm, topi jaket @lzan kata hitam
pada saat memasuki ruang ATM),

Pada Tanggal 25 Agustus 2005 AD melaporkan kasnakidiud kepada
Kepolisian Polda Metro Jaya dengan Surat TandarfPes@n Laporan
No.Pol:2345/K/VI111/2005, kemudian dilanjutkan demg@emeriksaan
AD selaku pelapor/saksi korban Tanggal 31 Agus@@b2

Sejak Tanggal 6 Juli 2006 secara insentif melakukansyawarah”
dengan bagian Fraud Bank XYZ yaitu sdr.i@ssistant Manager
Acquiring Fraud Musyawarah dilakukan melalui telpon karena upaya
untuk bertemu langsung dengan pihak Bank XYZ tida&ndapat
respon secara proporsional.

Dalam “musyawarah” tersebut pada tahap awal Bank'Z Xlapat
menerima saran yang bersangkutan agar sebelum isamnaa mediasi,
Bank XYZ dapat mengkaji kembali klaim yang bersarigk atas
kehilangan dana melalui penarikan ATM sebesar R@20D.000,- (dua
puluh juta rupiah) yang dilakukan secara illegaipaha kartu ATM
berada pada yang bersangkutan.

Dari analisis ulang pihak Bank XYZ cq Fraud Deptaik yang
bersangkutan direkomendasikan/diajukan kepada Mara) Bank
XYZ untuk dibayarkan.

Dalam kesempatan yang sama Bank XYZ menjanjikanatdap
mengembalikan dana milik yang bersangkutan yangimsssisa
direkening pelaku yaitu sekitar Rp. 5.000.000,0tn4l juta rupiah).
Pengembalian tersebut, akan direalisasikan olelhh E& dari Satuan
Kerja Hukum dan sdri. WN, Kepala Biro Bank XYZ Vigransfer
Rekening pada Tanggal 16 Agustus 2006, namun salajpaian ini
dibuat transfer tidak direalisasikan dengan alasekening telah
diblokir oleh Kepolisian.

Tanggal 14 Agustus 2006 yang bersangkutan menddporbali Bank
XYZ dan menyatakan status kasus dimaksud kepadad Dept dan

mendapat jawaban bahwa dari hasil manajement kisisebut ditolak
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dengan dasar mengacu kepada Surat Bank XYZ Nomor
567/MIL/2005 Tanggal 14 November 2005 dan Nomor8/MIL/2005
Tanggal 22 November 2005 yang pada intinya Bank XidZk dapat
memberikan ganti rugi kepada nasababh;

() Pada Tanggal 11 Desember 2005, kedua pihak Dbersedia
menandatanganiAgreement to Mediatedan melanjutkan proses
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang disgéeagan oleh Bank
Indonesia.

2) Penyelesaian :
(&) Tanggal 11 desember 2006, dilakukan proses mediasigan
kesepakatan sebagai berikut:

(1) Kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian niasaldalam
bentuk pembayaran oleh Bank XYZ kepada Sdr. AD smbe
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Dana tersebut akan ditransfer ke rekening Sdr. AGa@PT Bank
XYZ menerima surat pencabutan pemblokiran dari Ksiam.

(3) Kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi atas gang
telah ditarik penipu sebesar Rp.15.000.000,- (libedas juta
rupiah) pada Tanggal 10 Januari 2007.

(b) Pada Tanggal 10 Januari 2007 proses mediasi dilakaa sehingga
menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

(1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan afasal
dalam bentuk pembayaran oleh Bank XYZ kepada Sdb. A
sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus riqiah). Dana
tersebut akan ditransfer ke rekening Sdr. AD padakBXYZ,
Jakarta dengan Nomor Rekening : 1234567, selamabdidtnya
7 (tujuh) hari kerja setelah Akta Kesepakatan digaangani,

(2) Bank XYZ akan memberikan informasi kepada Sdr. &Blisasi
pembayaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kesjalah dana
efektif masuk kedalam rekening Sdr. AD.

(3) Pihak Bank XYZ turut aktif membantu pihak Kepolisidengan

memberikan informasi yang diperlukan dalam upayancae
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pelaku guna mengungkap secara tuntas kasus pemabobol
rekening Sdr. AD sesuai dengan ketentuan undangnagnglang

berlaku,

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diamdeshwa para pihak sepakat
bahwa seluruh informasi yang disampaikan para pbekaitan dengan proses
penyelesaian sengketa ini merupakan informasi ymergifat rahasia dan tidak
dapat disebar luaskan untuk kepentingan pihak ¢himar pihak-pihak yang

terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak-pihdkisepara pihak dan Direktorat
Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP), Bank hetoa sebagai pelaksana
fungsi Mediasi Perbankan, Para pihak sepakat umntelaporkan realisasi dan
bukti telah dilaksanakannya Akta Kesepakatan imakia Direktorat Investigasi

dan Mediasi Perbankan (DIMP), Bank Indonesia sebg@gdaksana fungsi

Mediasi Perbankan.

B. Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Mediasi Perbankan dalam
Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan wlecgya melalui sarana
pengadilan Litigasi” dan penyelesaian diluar pengadilaiNoh Litigasi”.
Penyelesaian sengketa tersebut menimbulkan akidainin tertentu yang akan
membawa suatu akibat hukum terhadap status darsi positbuatan tersebut
dimata hukum. Untuk dapat menimbulkan hasil persgéa yaitu akibat hukum,
maka tindakan itu harus dilakukan dengan kehenddikkumendapatkan suatu
akibat yang diperkenankan dan diakui sah menurkiiiny jadi dengan perkataan
lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindaakum.

Ketentuan hukum acara yang digunakan oleh Lembaggdiddi Perbankan dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi antara bankndaabah adalah ketentuan
hukum acara yang ada dan berlaku bagi penyelesseérgketa perdata.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara bankndsabah, dimana sengketa
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tersebut termasuk dalam lingkup sengketa perdatg fienbul akibat transaksi
bisnis perbankan secara khusus didasarkan padatdateketentuan yang
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor/PBIR2006 Tentang Mediasi
Perbankan yang diperbarui dengan Peraturan Bardoésib Nomor : 10/1/PBI
2008.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bankuimeéahbaga Mediasi
Perbankan sebagaimana telah dipaparkan sebelurenyasuuk dalam lingkup
hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasdgorirak Freedom of
Contract Principlg. Para pihak bebas memilih forum dan hukum yampke
untuk penyelesaian sengketa yang terjadi diantaeacka. Hal serupa juga
terdapat pada dunia perbankan, dimana para piHak péhak bank dan nasabah
mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketamgfalui lembaga-
lembaga penyelesaian sengketa yang Allernatif penyelesaian sengketa antara
nasabah dan bank yang dapat dipilih oleh para pinatkik menyelesaikan
sengketa perbankan adalah melalui Lembaga MediadiaRkan. Pelaksanaan
penyelesaian sengketa antara bank dan nasabaldsagen pelaksanaan mediasi
pada umumnya disini juga terdapat pihak ketiga yetcal (mediator).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentargtirdse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa kesepaitatakeputusan penyelesaian
sengketa atau beda pendapat secara tertulis atd@hldan mengikat para pihak
untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam talpgmentuan keputusan,
mediator dan juga menekan para pihak, mencarikamugsan-rumusan untuk

menghindari rasa malu, membantu para pihak menghpdea pemberi kuasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dilgkauim dalam transaksi
perbankan, perjanijan sangat menentukan terhadapbestuk dari fasilitas
perbankan yang diperjanjikan, termasuk pula adatabngenai klausula
penyelesaian sengketa, contohnya penyelesaian etangkelalui mediasi
perbankan atau melalui sarana litigasi (pengadiiak-pihak yang melakukan

transaksi yaitu bank dan nasabah pada dasarnya umgaipkebebasan untuk
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menentukannya. Setelahnya ditentukan, maka masasjan pihak harus
mentaatinya seperti halnya mentaati sebuah undadgng. Perjanjian secara
formil materil mempunyai kedudukan sama dengan mgdemdang. Pertama
dinilai secara materiil karena perjanjian dan umgdandang sama-sama sebagai
sumber perikatan, yang kedua isi dari sebuah gemamilainya sama dengan
undang-undang. Dengan demikian maka kekuatan pianayang dibuat antara
bank dan nasabah cukup mengikat kepada kedua pilak yang kekuatannya

sama seperti apabila diatur oleh undang-undang.

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PEBI&20rentang Mediasi

Perbankan, telah diatur prosedur mediasi perbankédiasi adalah proses
penyelesaian sengketa yang melibatkan mediatorkumembantu para pihak
yang bersengketa guna mencapai penyelesaian delstnkikesepakatan sukarela
terhadap sebagian ataupun keseluruhan permasalahgndisengketakan. Yang
diatur dalam PBI tersebut adalah penyelesaian stagierdata khusus untuk
nasabah kecil, karena nilai maksimum yang dapatoggs lembaga mediasi
hanya sampai dengan Rp. 500 juta saja. Tujuanediggarakannya lembaga
mediasi perbankan ini adalah untuk memaksa selbartk agar bersedia dan
peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa yamafitalengan nasabah kecil
yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat berpotem&ningkatkan risiko reputasi
sebuah bank. Risiko reputasi adalah risiko yandpuinakibat adanya publikasi

negatif berkaitan dengan operasional bank atawepsirsegatif terhadap bank.

Hasil penyelesaian sengketa yang menggunakan sarethasi didasarkan

kepada kesepakatan para pihak secara damai deentkegan dan keuntungan
bersama. Kesepakatan perdamaian yang telah dicégdaipara pihak bersifat

final dan binding, sehingga para pihak harus mela&kan isi perjanjian dengan
itikad baik. Sesuai dengan ketentuan yang terddgdam Pasal 1313 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa setiap perikatan atau parayfang dibuat secara sah
oleh para pihak, maka perjanjian tersebut mengiea pihak seperti undang-

undang.
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Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasamikan dalam suatu Akta
Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagabah dan bank. Yang
dimaksud dengan bersifat final adalah Sengketaeltatstidak dapat diajukan
untuk dilakukan proses Mediasi ulang pada pelakfamgsi mediasi perbankan.
Yang dimaksud dengan mengikat adalah Kesepakatdakbesebagai undang-
undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksadakgan itikad baik.

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagianhd&um perikatan yang
terdapat pada Buku Ill KUHPerdatH. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal
1233 KUHPerdata : Tiap-tiap perikatan dilahirkankbearena persetujuan, baik
karena undang-undang. Pasal tersebut menentukavelzerjanjian merupakan
salah satu sumber dari perikatan di samping undadgng. Perikatan adalah
hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lghiig terletak di dalam
lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satwalbetas prestasi dan pihak
lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkamgeeamn perjanjian disebutkan
pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu persetuadaieh suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanyditerhadap satu orang lain
atau lebih.

Sistem yang dianut oleh Buku Il juga lazim dinamaksistem terbuka yang
merupakan kebalikan dari sistem buku Il bersifaiutea. Fenomena dalam teori
perjanjian dianggap sebagai keranjang samgabh all salah satu asas yang
menunjukkan fenomena tersebut adalah adanya adasbdsan berkontrak
freedom of contract'® Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan ntenga
sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenut@ritean sebagai berikut :

a) memenuhi syarat sebagai suatu kontrak

b) tidak dilarang oleh undang-undang

c) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

d) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan deriidaunl baik.

17 supraba SekarwafPerancangan KontrakBandung: Iblam, 2001), him. 23.
18 R. SubektiPokok-pokok Hukum Perdaté@lakarta: Intermasa, 2003), hal. 128
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Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdattuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikalikiaya

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

c) Adanya suatu hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal

Syarat yang ke 1 dan 2 dinamakan syarat-syarate&tibjkarena mengenai

subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan fs@aratdan ke 3 dinamakan
syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiarsgndiri. Kalau syarat-syarat
subyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapéathlkan oleh hakim atas

permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memkdrerkesepakatan secara
tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjiasetaut akan terus mengikat.
Sedangkan apabila syarat-syarat obyektif yang telpnuhi maka perjanjiannya
batal demi hukum, artinya dari semula tidak perdaahirkan suatu perjanjian

dan tidak pernah ada perikatan, oleh karenany tath dasar untuk saling
menuntut di muka hakir?

Kekuatan hukum dari putusan mediasi termasuk miegeabankan dapat dilihat
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 19889 yintinya
menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sergietbeda pendapat secara
tertulis adalah final dan mengikat bagi para pilhetuk dilaksanakan dengan
itikad baik. Kesepakatan tersebut wajib didaftarkiariPengadilan Negeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungakepenandatanganan, dan
wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tigaluh) hari sejak
pendaftaran.

Kekuatan mengikat hasil mediasi mediasi perbankala phakikatnya sama seperti
undang-undang. Hal ini terjadi karena penyelesa@amgketa melalui mediasi
merupakan kesepakatan dari para pihak, yakni basmhkgah nasabah atau
perwakilan bank dan nasabah. Berdasarkan padatkatePasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata intinya menyatakan bahwa “semua peganjang dibuat secara sah

H19R. SoebektiAspek-Aspek Hukum PerjanjiaiBandung: Alumni, 1979), hal. 113.
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berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang owma’. Khusus
mengenai kesepakatan para pihak sebagai hasil snediasamping harus
memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata juga berdasarkaatuPam Bank Indonesia
Nomor : 8/5/PBI/2006, harus dituangkan dalam beriila Kesepakatan yaitu
dokumen tertulis yang memuat kesepakatan bersifial flan mengikat bagi
nasabah dan Bank

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No&i6/PBI1/2006 disebutkan
bahwa kesepakatan antara Nasabah atau Perwakisab&adengan Bank yang
dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalamaAkesepakatan yang
ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan NasdhalBank. Konsekuensi
hukum setelah penandatangan Akta Kesepakatan, ymhwa Bank wajib
melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbamitara Nasabah dan Bank.
Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 13 PeratiBank Indonesia Nomor :
8/5/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa Bank wajib kselaakan hasil
penyelesaian sengketa perbankan antara NasabalandeBank yang telah
disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatgab#a pihak bank tidak
melaksanakannya, Bank Indonesia akan menjatuhkeumian kepada bank yang
bersangkutan, yaitu sanksi administratif, mulaii d&rupa denda uang, teguran
tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, lanangatuk turut serta dalam
kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertemupun untuk bank secara
keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan pencam anggota pengurus,
pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orasejael bidang perbankan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undanganaseba@ tersebut di atas,
kesepakatan yang diperoleh dari Mediasi Perbankampunyai kekuatan hukum
sehingga bagi para pihak wajib melaksanakannyaatepgnuh itikad baikirg

good faitl). Dalam hal pihak bank tidak melaksanakannya Badknesia akan
memberikan sanksi, hal ini juga memberikan bukéihvea Mediasi Perbankan

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan megata umumnya.

C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga
Medias Perbankan dan Medias di Pengadilan
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Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan ni@ngha) cara yaitu ;
a. Penyelesaian melalui Pengadilasti¢asi),

b. Penyelesaian diluar pengadilasioh Litigas).

Penyelesaian sengketa perdata melalui sarana plmgédtigasi), yaitu suatu
proses penyelesaian sengketa yang diserahkan kepadgadilan dengan
menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat igangdnakan oleh hakim
pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Masalapefe=aian perkara melalui
proses pengadilan menjadi salah satu bahan sonwdagarakat terhadap badan
peradilan, karena perkara di pengadilan pada umandmgsakan sebagai proses

yang memakan waktu relatif lama atau panjang, tefeken dan mahal biayanya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Teriatgntuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaldengan Pasal 16
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuaskehakiman,
disebutkan bahwa meskipun hakim harus memeriksagad#i dan memutus
perkara yang diajukan, namun tidak tertutup keminagk usaha penyelesaian
perkara perdata secara perdamaian. Di Indonesimalif penyelesaian sengketa
baik yang dilakukan diluar pengadilan maupun disiafeengadilan didesain untuk
menguatkan posisi pengadilan sebagai tempat methkeadilan bagi semua

orang*?°

Sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2088tahg Prosedur
Mediasi di Pengadilan ditetapkan pada tanggal Jite®sber 2003, semua perkara
perdata di pengadilan negeri diwajibkan untuk manjgproses mediasi terlebih
dahulu, sebelum disidangkan. Dengan adanya Pemathfahkamah Agung
tersebut diharapkan dapat mengurangi berbagak&nitdan sorotan masyarakat
yang ditujukan kepada badan peradilan mulai damblEnnya penyelesaian
perkara hingga kritik terhadap putusan hakim karedanya putusan yang
berbeda terhadap kasus yang sama. Mahkamah AgunglgRl mengeluarkan

120 pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Terfekgasaan Kehakiman.
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PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi elgadilan, sebagai
penyempurnaan Surat Edaran (SEMA) No.1 Tahun 286fang pemberdayaan
pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga dsghaigaimana dalam Pasal
130 HIR/154 RBg. Evaluasi terhadap pelaksanaan eBurs Mediasi di
Pengadilan berdasarkan PERMA No0.2/2003 ditemukdrerapa permasalahan
yang bersumber dari PERMA tersebut. Sehingga PERd#fiAaksud telah
direvisi dengan PERMA No0.01/2008 tentang prosedediasi di pengadilan,
untuk tujuan lebih mendayagunakan mediasi yang aierklengan proses

penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrdse Alternatif
Penyelesaian Sengketa, maka para pihak yang b&etangada perkara perdata
dapat menyelesaikan sengketanya diluar pengadiiatalui arbitrasi, konsiliasi,
negosiasi dan mediasi. Bahkan pada perkembangdahyaberbagai lembaga-
lembaga penyelesaian sengketa perdata, seperti dgambediasi Perbankan
melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBIl/200éntang Mediasi
Perbankan. Mediasi sebagai penyelesaian sengketamadif menawarkan cara
penyelesaian sengketa yang khas yaitu suatu preses dilakukan oleh para
pihak sendiri dengan dibantu oleh mediator yangikap netral.

Lembaga Mediasi Perbankan sebagai forum penyefesaiagketa perbankan di
luar pengadilanqut of cour} antara bank dan nasabah ini memiliki beberapa
berpandingan dengan penyelesaian sengketa melaligasi. Beberapa
perbandingan penyelesaian sengketa antara banknasabah oleh Lembaga
Mediasi Perbankan dan Litigasi antara lain yaitu :

(a) Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankaat diifempuh dalam
waktu relatif singkat, menghemat waktu, biaya yariggan apabila
dibandingkan dengan penyelesaian sengketa metathbhdga peradilan yang
ditengarai memakan waktu dan lambat, karena sepsraedural untuk
memulai hingga sampai pada tingkat pemeriksaan usymrkara di
Pengadilan membutuhkan waktu antara 5 (lima) sardpagan 6 (enam)

bulan. Waktu tersebut baru pada pemeriksaan tingkema (Pengadilan
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Negeri), belum lagi jika dihitung pada proses peksaan pada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung, apabila ada upaya huBanding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali, penyelesaian perkara terselisd bertahun-tahun
lamanya baru mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau petagadpenuh dengan
formalitas yang harus dipenuhi dalam htkum acaduka upaya banding,
kasasi dan peninjauan kembali, Berbagai upaya prgaeg lain, seperti
upaya intervensi atau perlawanan dari pihak kd€tigaden verzgt
Pelaksanaan penyelesaian sengketa dilaksanakama sedatup dan rahasia
kecuali dikehendaki lain oleh para pihak, sehingganasalahan yang timbul
dalam sengketa tidak perlu diketahui oleh masyarakaum. Permasalahan
atau persoalan yang timbul antara bank dan nadadbaya para pihak dan
mediator saja yang mengetahuinya, hal ini mengwkiamm pihak bank,
sehingga apabila timbul permasalahan antara bamk rdesabah tidak
berakibat terhadap kredibilatas bank dengan nadabatya.

Prosedur dan proses penyelesaian bersifat infoantialya tidak terikat pada
hukum acara yang terdapat pada hukum acara peydata dipergunakan
dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan, hetaipenyelesaian
sengketa perbankan ini didasarkan pada Peraturak Baonesia Nomor
8/5/PBI1/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Pelaksapaaneriksaan yang
dilakukan oleh mediator berfokus kepada akar pestahan dengan
memperhatikan aspek-aspek komersial, psikologissdawsi para pihak.
Mediasi perbankan merupakan upaya penyelesaianketangerbankan
melalui perantara mediator guna memenhi bentuk gleagian yang dapat
disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Peran toedialam mediasi
adalah memberikan bantuan substantif dan procedaahda para pihak
yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian metajaslimerupakan upaya
penyelesaian sengketa perbankan melalui perantajelisn hakim guna
memberikan penyelesaian dalam bentuk putusan pigagadialam
menyelesaikan sengketa.

Bentuk penyelesaian sengketa perbankan pada hayekaterupakan hasil

kesepakatan para pihak yang bersengketa yang dkaandalam akta
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perdamaian antara pihak nasabah dan bank. Lembaghadfl perbankan
menjalankan fungsi mediasi perbankan yang merupaladiernatif
penyelesaian sengketa yang ditawarkan kepada rgs&basusnya bagi
nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

(g) Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indantsbatas pada upaya
membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang gsatahan atau
sengketa yang timbul di antara mereka untuk menhgeilesepakatan yang
bersifat saling menguntungkan. Mediasi perbankarupakan sarana yang
dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya kerugeand hal melakukan
transaksi keuangan dengan bank yang dilakukan ddmeyatuan pihak ketiga

yang netral dammpartial, serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya

ringan,

(h) Tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi pkdvaliselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk damnlgasganti kerugian
yang dialami oleh nasabah dalam bentuk kesepaksmeama. Sedangkan
tujuan penyelesaian secara litigasi dituangkan ndal@entuk keputusan

hakim,

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketidiowwa mediasi perbankan
merupakan alternatif cara penyelesaian sengketébapleain yang telah
berkembang secara global, baik secara nasional umammpernasional. Apabila
dilihat dari sudut penyelenggaraan peradilan dardiase perbankan maka
terdapat berbagai perbedaan sebagaimana telalikdiuidiatas, contohnya biaya
ringan, cepat, efisien, penyelesaian melalui canagydamaiwin-win solution

Keputusan atas mediasi perbankan mempunyai kekuat&om yang sama,
karena dibuat dalam bentuk Kesepakatan yang dgerdari proses Mediasi
Perbankan dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatag Versifat final dan

mengikat bagi Nasabah dan Bank.

D. Persamaan dan Perbedaan antara Medias Perbankan dengan Medias di
Pengadilan
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Selain uraian di atas, apabila dirinci lebih janmaka akan terdapat beberapa

persamaan dan perbedaan antara Mediasi PerbankagandeMediasi di

Pengadilan.

Adapun yang menjadi pesamaan antara Mediasi Paabad&ngan Mediasi di

Pengadilan adalah sebagai berikut :

1.

Dalam Mediasi Perbankan maupun Mediasi di Pengadilada dasarnya
yang menyelesaikan permasalahan antara nasabaandeagk adalah sama,
yaitu para pihak sendiri dengan bantuan pihak &etagng disebut mediator.
Dalam Mediasi Perbankan maupun Mediasi di Pengagikeran Mediator
hnya sebagai penengah, bukan sebagai pemutus Yaya&arang hakim.
Dalam Mediasi Perbankan maupun Mediasi di Pers@angdalam
pelaksanannya sama-sama dilakukan tertutup, hamtak upihakyang
beperkara.

Dalam Mediasi Perbankan maupun Mediasi di Pengadhasil dari
kesepakatan akan dituangkan dalam sebuah kesepalatg bersifat final

dan mengikat.

Adapun perbedanaan antara Mediasi Perbankan devigdrasi di Pengadilan

adalah sebagai berikut :

1.

Mediasi Perbankan dilakukan tanpa memerlukan adasjmah gugatan,
sementara Mediasi di pengadilan bar dilaksanak#éikakeda gugatan yang
didaftarkan ke pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui LembagaiasiedPerbankan
dilakukan di Kantor Bank Indonesia yang terdekatgds domisili nasababh,
sementara Mediasi di pengadilan dilaksanakan digaditan yang
menyidangkan perkara sengketa antara nasabah deaglatersebut.
Pengajuan penyelesaian sengketa dalam mediasingarbaapat dilakukan
oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasulaggmbadan hukum dan
atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebugntara dalam Mediasi
di pengadilan, gugatan perkara bisa berasal daalb@n maupun bank itu

sendiri.
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Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepal#ksaan fungsi
mediasi perbankan adalah sengketa keperdataantyahgl dari transaksi
keuangan saja, sedangkan dalam Mediasi di pengadiang lingkup
permasalahan tidak hanya pada masalah transakasidsol.

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankasjukan dalam mata uang
rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp. @D0@D.00 (lima ratus
juta rupiah), sedangkan dalam Mediasi di pengadildak ada pembatasan
nilai tuntutan.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam mediasingerbaiajukan secara
tertulis, sedangkan pengajuan gugatan ke pengagdala dasarnya tidak
harus tertulis.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam Mediasi ikarbgaling lama 60
(enam puluh) hari kerja yang dihitung sejak sumbyelesaian pengaduan
dari nasabah bank sampai dengan tanggal diterimapgagajuan
penyelesaian sengketa oleh pelaksanaan fungsi impeifbankan secara
langsung dari nasabah atau tanggal stempel posapi@ampaikan melalui
pos. Sedangkan dalam mediasi di pengadilan, pedaat dilakukan kapan
saja.

Dalam mediasi perbankan Nasabah mengajukan pesisiesengketa
ditujukan kepada Direktorat Investigasi dan Medid&erbankan Bank
Indonesia, dengan tembusan disampaikan kepada yzarnk bersangkutan.
Sedangkan dalam mediasi di pengadilan, gugatarukdiaj ke tempat
kediaman tergugat.

Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa olabatgpelaksanaan fungsi
mediasi perbankan dapat melakukan kualifikasi ateminta penjelasan
kepada nasabah dan bank secara lisan dan atalistddal ini dilakukan
dalam rangka meminta informasi mengenai permasalghag diajukan dan
upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukanlmdek. Dalam mediasi di
pengadilan, Klarifikasi seperti ini tidak diperlukaPara pihak langsung
dipanggil datang menghadap ke persidangan.

Kemudian pelaksanaan fungsi mediasi perbankan nggianasabah dan

bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan fungsiiasi perbankan
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memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan &@ta pelaksanaan
mediasi perbankan. Dalammediasi pengadilan, peaselakhusus tidak
dilakukan, namun sudah terintegrasi dalam prosedidde

Dalam Mediasi perbankan apabila bank dan nasahadkaemenggunakan
mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesag@gketa, nasabah dan
bank wajib menandatangani perjanjian mediaagréement mediate
Sedangkan dalam mediasi di pengadilan, para piha&jidkan menempuh
Mediasi.

Dalam Mediasi Perbankan, mediasi dilaksanakan d@agka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung seja&sabah dan bank
menandatangani perjanjian mediaggreement to medidtesampai dengan
penandatanganan akta kesepakatan. Jangka waktudiagg@anjang sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya beadesn kesepakatan
nasabah dan bank yang dituangkan secara tertelang8kan dalam mediasi
di pengadilan dilaksanakan selama paling lama @&t puluh) hari kerja.
Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediai rijken dalam suatu akta
kesepakatan, yang bersifat final dan mengikat b@ggabah dan bank.
Dimaksud dengan final adalah, sengketa tersebalk tipat diajukan untuk
dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana ifungdiasi perbankan,
dan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatsebut berlaku
sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang Haaksanakan
dengan itikad baik. Sementara dalam mediasi di gditap, Kesepakatn
tersebut akan dituangkan dalam sebuah Penetapaha#tan, yang sifatnya
juga final dan mengikat. Artinya tidak ada upayakum yang dapat

dilakukan lagi.
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